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ABSTRACT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan
penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah, khususnya pada
bagian pemulihan pasca bencana yang mana pemerintah dalam proses
pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan
kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana.
Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Melakukan
analisis terhadap kebijakan penanggulangan bencana (Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008).
Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam melakukan penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan
penanggulangan bencana (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008) tidak dapat diubah. Hal ini
disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan suatu kebijakan
hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan
dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat.

This study aims to determine whether disaster management policies in Indonesia need to be changed,
especially in the post-disaster recovery section where the government in the post-disaster recovery process
only focuses on building reconstruction and pays less attention to community rehabilitation as disaster
survivors. There are two stages carried out in this research, namely: Analyzing disaster management policies
(Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008). Literature study is the main method
in conducting this research. The results of this study show that disaster management policies (Law Number 24
of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008) cannot be changed. This is because the government
sees the success of a policy only in terms of process and output without seeing the impact caused by the policy
implementation process and community involvement.

This is an open access article under the CC BY-SA license. @ @ @

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

* Corresponding author.

E-mail addresses: ughenk007 @gmail.com


https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:ughenk007@gmail.com

Jurnal llmiah Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, pp. 151-162 152

1. Pendahuluan

Pemerintah yang melihat keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana hanya dari
proses implementasi secara umum serta output dari kebijakan tersebut, tetapi tidak
memperhatikan keterlibatan masyarakat dampak yang disebabkan oleh proses implementasi
kebijakan penanggulangan bencana. Untuk itu itu dalam penelitian ini sendiri akan melakukan
analisis terhadap Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, khususnya pada tahap pemulihan pasca bencana. Adapun tahap selanjutnya dalam
penelitian ini yaitu menentukan apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu
diubah atau tidak.

Bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu
kehidupan manusia, disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang mengakibatkan
timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta berdampak pada
psikologis korban bencana (Ramli, 2010). Lebih lanjut Fitriadi et al (2017) memberikan
penjelasan bahwa bencana merupakan peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan
ancaman terhadap kesehatan, keamanan atau kesejahteraan masyarakat, fungsi ekonomi
masyarakat ataupun kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas. Untuk mengatasi serta
mengantisipasi akan terjadinya bencana, maka manajemen bencana perlu dilakukan. Menurut
Khan et al (2008) manajemen bencana sendiri mencakup seluruh kegiatan, program serta
tindakan yang dapat diambil sebelum, selama maupun setelah terjadinya bencana yang mana
bertujuan untuk mengurangi dampak bencana serta pemulihan dari kerugian yang dialami akibat
bencana tersebut.

Manajemen bencana dilakukan oleh beberapa negara dalam mengantisipasi terjadinya
bencana, salah satu negara tersebut yaitu Indonesia dengan cara membuat regulasi terkait proses
penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat
penting bagi Indonesia, sebab Indonesia menjadi salah satu negara yang berada dalam wilayah
ring of fire (USGS, 2014). Ring of fire sendiri membentang sejauh 40.250 KM di sekitar Samudra
Pasifik (Nugraha & Kurnianto, 2021) dan juga 90% bencana alam (gempa bumi) berada di wilayah
ring of fire tersebut (Herdyanto, 2021). Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan pelaksanaannya
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Landasan utama dalam proses pembuatan kebijakan tersebut yaitu
gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 (Borrero, 2005), gempa Nias - Simeulue
pada tahun 2005 (Konca et al, 2007) dan gempa Bantul pada tahun 2006 (Nurwihastuti et al,
2014).

Terdapat beberapa bencana besar yang terjadi setelah kebijakan penanggulangan bencana
di Indonesia ditetapkan, yaitu gempa Padang pada tahun 2009 (McCloskey et al, 2010; Fachri &
Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 (Hill et al, 2012; Newman et al, 2011), gempa
Sumatera pada tahun 2012 (Satriano et al, 2012), gempa Palu pada tahun 2018 (Socquet et al,
2019; Bao et al, 2019), gempa Halmahera pada tahun 2019 (Yuliatmoko & Kurniawan, 2019) dan
gempa yang terjadi di wilayah Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 (Prastiwi,
2021). Gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tersebut memiliki kekuatan diatas 7,0
Skala Richter (SR).

Dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 terlihat bahwa dalam tahap pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana telah
memiliki konsep yang cukup baik untuk mengantisipasi terjadinya bencana, hal yang dilakukan
pada saat terjadi bencana hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun,
permasalahan muncul pada saat proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana
tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami pada saat terjadi
bencana. Gempa Padang pada tahun 2009 menyebabkan 1.117 jiwa meninggal dunia (McCloskey
et al, 2010; Fachri & Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 menyebabkan 509 jiwa
meninggal dunia (Hill et al, 2012; Newman et al, 2011), gempa Lombok pada tahun 2018
menyebabkan 7.733 orang mengalami luka-luka dan 460 jiwa meninggal dunia (Wibowo et al,
2021), gempa Palu pada tahun 2018 yang menyebabkan 2.112 jiwa meninggal dunia dan 1.309
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jiwa dinyatakan hilang (Hadi & Kurniawati, 2018), serta gempa Larantuka (Nusa Tenggara Timur)
yang menyebabkan 7 orang mengalami luka-luka dan 346 rumah mengalami kerusakan (Dewi,
2021).

Jumlah korban jiwa serta kerusakan akibat bencana yang terjadi mulai tahun 2009 sampai
dengan 2021 memperlihatkan bahwa proses pra bencana atau dalam teori yang dikemukakan
oleh Simonovic (2011) mengacu pada mitigasi dan kesiapsiagaan, belum berjalan dengan baik
setelah adanya kebijakan penanggulangan bencana / Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan bencana. Dalam proses tanggap darurat, masyarakat dalam
menyelamatkan diri dari bencana alam selalu mengandalkan diri mereka sendiri terlebih dahulu
sebelum pemerintah mengambil alih proses tersebut. Keterbatasan informasi yang diberikan
pemerintah juga menjadi salah satu kelemahan dari regulasi yang ada. Tidak seperti pemerintah
Jepang yang dapat memberikan informasi secara tepat dan cepat (JMA, 2019), pemerintah
Indonesia hanya dapat memberikan instruksi jika terjadi gempa harus berlidung ke tempat yang
aman dan jauh dari gedung (BMKG, 2021), serta menjauh dari pesisir pantai untuk menghindari
jika terjadi tsunami (BMKG, 2020). Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa 3 dari 4 siklus
manajemen bencana (mitigas, kesiapsiagaan dan tanggap darurat) belum dapat berjalan dengan
baik. Mengacu pada hal ini, maka penelitian dilakukan untuk melihat proses pemulihan pasca
bencana di Indonesia

2. Metode

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mana merupakan suatu metode yang
sering digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan mencari informasi tertulis dan
sistematis dari beberapa ahli yang dapat memperluas pemahaman dalam berfikir (Rukajat, 2018).
Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu artikel ilmiah yang berokus pada riset
tentang pemulihan pasca bencana di Indonesia. Artikel yang berfokus pada pemulihan pasca
bencana tersebut digunakan untuk melihat bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai
dengan nilai regulasi penanggulangan bencana (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008).

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisa kebijakan
penanggulangan bencana di Indonesia. Pada bagian ini, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 akan di analisis menggunakan teori yang
dikemukakan oleh Dunn (2018) yang mana menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dilihat
dalam menganalisa suatu kebijakan, yaitu :

1) Nilai : Tolak ukur dalam melihat apakah masalah telah teratasi dengan adanya suatu
kebijakan

2) Fakta: Apa yang terjadi dan menjadi hal yang membatasi atau meningkatkan nilai

3) Tindakan : Hal yang dilakukan untuk merealisasikan nilai.

Ketiga hal diatas akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa kebijakan penanggulangan
bencana di Indonesia, khususnya pada tahap pemulihan pasca bencana. Tahap selanjutnya yaitu
menentukan apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah atau tidak
dengan mengacu pada analisis yang telah dilakukan.

3. Hasil dan pembahasan
Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia

Bencana menjad salah satu hal yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia.
Dalam hal ini, kebijakan penanggulangan bencana menjadi pedoman bagi pemerintah dalam
mengatasi bencana, mulai dari tahap mitigasi serta kesiapsiagaan untuk mengurangi kerugian
materil maupun korban jiwa. Selain itu kebijakan penanggulangan bencana sendiri mengatur
tentang proses tanggap darurat yang dilakukan serta tindakan pemulihan yang dapat diambil oleh
pemerintah. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana
merupakan regulasi yang mengatur cara mengatasi bencana yang terjadi di wilyah Indonesia.
Adapun proses pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun
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2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua regulasi ini menjadi landasan
bagi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya bencana.

Pemulihan merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen bencana, yang mana poses
tersebut terjadi setelah tindakan tanggap darurat telah selesai dilakukan (Kusumasari, 2014).
Pemulihan pasca bencana merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan
kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, baik itu gempa bumi maupun tsunami. Phillips
(2016) memberikan penjelasan bahwa pemulihan pasca bencana sendiri terbagi menjadi dua,
yaitu pemulihan jangka pendek, serta pemulihan jangka panjang.

Terdapat beberapa riset yang memperlihatkan proses analisis kebijakan penaggulangan
bencana, yang mana beberapa riset tersebut antara lain:

1) Khaldun et al (2019): Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota
Palu Nomor 5 Tahun 2011)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor
5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal
dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses
untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta,
kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui
peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi
program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan
Pemerintah Kota Palu

2) Syugiarto & Alamsyah (2021): Analisis Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi
Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah
provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan
yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-
19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit
(Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi
Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan
penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum
memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat
dari adanya gap yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19.
Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi
pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan
belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum
dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di
tekan.

3) Suhendar & Suherman (2022): Analysis of the Implementation of Disaster Management Budget
Allocations in Garut Regency West Java Province
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan alokasi anggaran penanggulangan
bencana di Kabupaten Garut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil
penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan alokasi anggaran penanggulangan bencana di
Kabupaten Garut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini didukung oleh faktor komunikasi dan sikap pelaksana yang baik, Standar
Operasional Prosedur yang lengkap, koordinasi yang lancar dengan instansi lain dan beberapa
sumber daya yang telah terpenubhi.

Dengan menggunakan tiga indikator analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018)
yaitu nilai, fakta serta Tindakan untuk menganalisa kebijakan penanggulangan bencana di
Indonesia (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
bencana).
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Tabel 1. Nilai, Fakta dan Tindakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia
Nilai Fakta Tindakan
e Pasal 58 dan 59 Undang - e Penolakan masyarakat e Tidak memaksimalkan

Undang Nomor 24 Tahun
2007 Tentang
Penanggulangan Bencana
55 - Pasal 90
Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008

terhadap Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasar Raya
yang dilakukan oleh
Pemerintah Sumatera Barat
(Firdaus, 2014)

Koordinasi yang kurang baik
antara lembaga
Pemerintahan  Kabupaten
Karo dalam proses
pemulihan pasca bencana
(Sitohang, 2019)

Kurangnya koordinasi serta

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 dengan baik
dan hanya  membuat
regulasi  baru terkait
penanggulangan bencana,
yaitu Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2020
Tentang Rencana Induk
Penanggulangan Bencana
Tahun 2020-2044

adanya perbedaan tingkat
partisipasi masyarakat
dalam proses
penanggulangan  bencana
(Kusnia et al, 2021)

e Terdapat konflik proses
relokasi korban bencana
akibat  sengketa lahan
pembangunan hunian tetap
di Kota Palu (Syugiarto et al,
2021)

e Proses birokrasi di Lombok
Utara yang cukup rumit
menyebabkan  lambatnya
pemulihan sektor
pemukiman (Bakti &
Nurmandi, 2020)

Nilai
Nilai mengacu pada tolak ukur dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan regulasi

yang telah dibuat (Dunn, 2018). Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan bencana telah mengatur proses pemulihan pasca bencana,
yang mana dalam kedua regulasi tersebut pemulihan dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan
rekonstruksi. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut yaitu :

1) Pasal 58dan 59 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

2) Pasal 55 - Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Pasal - pasal yang tertuang pada kedua regulasi diatas memberikan gambaran yang sangat jelas
bahwa pemulihan pasca bencana memiliki konsep yang cukup baik dan memberikan keuntungan
kepada masyarakat selaku pihak yang menerima dampak yang besar akibat terjadinya bencana.
Konsep dalam pasal tersebut disusun oleh pemerintah yang semata-mata bertujuan untuk
kepentingan masyarakat, yang mana hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Jenkins (dalam Wahab, 2012) bahwa Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang
actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara
untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam
batas- batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.
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Fakta

Fakta mengacu pada hal apa yang terjadi di lapangan dan memberikan pengaruh terhadap
suatu nilai, baik membatasi nilai maupun meningkatkan nilai tersebut (Dunn, 2018). Pada bagian
ini, terlihat bahwa proses pemulihan pasca bencana belum dapat direalisasikan secara penuh
seperti yang tertuang dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Beberapa fakta yang terlihat pada saat proses pemulihan pasca bencana yaitu terdapat
permasalahan dalam proses pemulihan tersebut, baik permasalahan yang bersumber dari
pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya yaitu :

1) Penolakan masyarakat terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya yang dilakukan
oleh Pemerintah Sumatera Barat, disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyaraat serta
pemerintah tidak memperhatikan akses jalan yang membuat menurunnya pemasukan
pedagang di Pasar Raya (Firdaus, 2014).

2) Koordinasi yang kurang baik antara lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo yang
disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam proses pemulihan pasca bencana (Sitohang,
2019).

3) Kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh adanya ego sektoral dan juga adanya
perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara itu sendiri (Kusnia et al, 2021).

4) Terdapat konflik proses relokasi korban bencana akibat sengketa lahan pembangunan
hunian tetap di Kota Palu. Konflik tersebut terjadi bukan hanya konflik vertikal antara
pemerintah dan masyarakat, tetapi konflik horizontal antara pemerintah dan DPRD selaku
wakil rakyat (Syugiarto et al, 2021).

5) Proses birokrasi di Lombok Utara yang cukup rumit menyebabkan lambatnya pemulihan
sektor pemukiman, masyarakat yang kurang puas dalam mekanisme pendataan kategori
kerusakan rumah dan juga terdapat permasalahan terkait keterlibatan masyarakat dalam
proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Bakti & Nurmandi, 2020).

Permasalahan diatas dilandasi oleh pemulihan pasca bencana yang tidak dapat direalisasikan
dengan baik. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Firdaus (2014), Sitohang (2019), Kusnia et al
(2021), Syugiarto et al (2021) dan Bakti & Nurmandi (2020) memperlihatkan bahwa terdapat
beberapa pasal dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana yang tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun pasal dalam Undang - Undang Nomor 24
Tahun 2007 yang tidak dapat berjalan dengan baik pada saat proses pemulihan pasca bencana
yaitu :

1) Pasal 58 Ayat 1

e Huruf (f) : Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

e Huruf (g) : Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

e Huruf (h) : Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

2) Pasal 59 Ayat 1

e Huruf (e) : Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia

Usaha dan Masyarakat

e Huruf (f) : Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Selain itu, proses pemulihan pasca bencana berdasarkan beberapa temuan diatas juga tidak
dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini terlihat dari temuan dan isi dari regulasi yang
bertolak belakang. Adapun pasal yang tidak berjalan dengan baik pada saat pemulihan pasca
bencana yaitu :

1) Pasal 57 Ayat 3
e Huruf (b) : Kondisi Sosial
e Huruf (e) : Ekonomi

2) Pasal 60 : Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan
oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan
oleh kepala BPBD
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

Pasal 66 : Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan
dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 70

e Ayat 1: Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik
sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan
kondisi sosial kehidupan masyarakat.

e Ayat 2 : Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta
budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 70 Ayat 1 : Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam

rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi
sebelum terjadi bencana.

Pasal 72 Ayat 2 : Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:

e Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana

e Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban

e Koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan
ketertiban.

Pasal 76 Ayat 3

e Huruf (c) : Kondisi Sosial

e Huruf (f) : Ekonomi

Pasal 79 : Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)

dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang

dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 80 Ayat 3 Huruf (c) : Penetapan Kawasan

Pasal 82

e Ayat 1: Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan
fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

e Ayat 2 : Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan
masukan dari instansi / lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 83 Ayat 3

e Huruf (b) : Penetapan Kawasan

e Huruf (c) : Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 85 Ayat 2

e Huruf (c) : Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan
bencana

e Huruf (d) : Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko
bencana

Pasal 87 Ayat 2 Huruf (c) : Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan

persiapan menghadapi bencana

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 diatas memberikan
gambaran bahwa proses implementasi dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik seuai
dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang telah

ada.

Tindakan

Tindakan sendiri mengacu pada hal apa yang harus dilakukan dalam mengatasi fakta yang

membatasi nilai serta hal yang dilakukan dalam merealisasikan nilai tersebut (Dunn, 2018).
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Mengacu pada hal ini, pemerintah seharusnya dapat mengimplementasikan kebijakan
penanggulangan bencana dengan baik. Kurangnya keterlibatan masyarakat, koordinasi antara
instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik serta proses birokrasi yang cukup rumit
menjadikan proses pemulihan pasca bencana terhambat dan menimbulkan permasalahan.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan pasca bencana atau dalam Undang -
Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 berada pada
tahap rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua
regulasi yang seharusnya dapat menjadi landasan dalam proses pemulihan pasca bencana
nyatanya tidak dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah selaku implementor
kebijakan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dengan baik terlihat
dari adanya regulasi baru seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana
Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang menjadi acuan penanggulangan bencana
dalam rentang waktu selama 22 tahun.

Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Perlu Diubah?

Perubahan kebijakan (policy change) merupakan cara yang dilakukan dalam mengoreksi
ataupun mengganti sebagian isi dari suatu kebijakan yang telah ada. Perubahan kebijakan sendiri
tidak dapat terhindar dari bias, hal ini disebabkan oleh masalah praktis yang selalu dihadapi
menuntun keputusan subjektif (Cairney, 2012). Sinko (2016) memberikan penjelasan bahwa jika
mengacu pada sudut pandang pelaku kebijakan, maka perubahan kebijakan ditentukan dari
perspektif tiap pihak.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
yang telah dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu untuk melindungi masyarakat belum dapat di
implementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil (outcome) dan dampak (impact) dari
kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi dan tidak dapat melindungi masyarakat dari ancaman
gempa bumi dan tsunami (Syugiarto, 2021). Pemulihan pasca bencana yang menjadi poin penting
setelah suatu wilayah mengalami kerusakan akibat bencana, belum juga berjalan dengan baik.

Mengacu pada temuan penelitian, perubahan kebijakan penanggulangan bencana perlu
dilakukan, mengingat bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 belum dapat terealisasi dengan baik, khususnya pada bagian pemulihan
pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Namun, perubahan kebijakan sangat sulit
dilaukan. Sebab, pemerintah hanya akan merealisasikan perubahan kebijakan jika regulasi yang
telah ada tidak dapat diimplementasikan lagi. Walaupun ada beberapa poin dalam regulasi yang
tidak dapat direalisasikan, tetapi selama kebijakan tersebut dapat digunakan dan tidak mendapat
tekanan dari masyarakat agar segera diubah, maka kebijakan penanggulangan bencana akan sulit
diubah. Hal ini disebabkan karena pemerintah hanya melihat keberhasilan kebijakan dari sisi
proses dan output suatu kebijakan. Adapun hasil serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat
akibat dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana tersebut tidak diperhatikan sama
sekali.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Dye (Suharto, 2005) bahwa hal
apapun yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, merupakan suatu kebijakan. Ini
menjadi landasan bahwa kebijakan yang sebenarnya perlu diubah tetapi tidak dilakukan
perubahan kebijakan karena pemerintah melihat bahwa kebijakan penanggulangan bencana
tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan menurut perspektif pemerintah. Ini juga
diperkuat oleh Parsons (2006) bahwa Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang
tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna
kata kebijakan juga harus dipahamidalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik,
maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya
dalam praktik kebijakan.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
penanggulangan bencana / Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
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Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat
keberhasilan suatu kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang
disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini,
Pemerintah perlu memperhatikan aspek pemulihan masyarakat dari segi psikis, meningkatkan
koordinasi antar birokrasi agar dapat merealisasikan kebijakan penanggulangan bencana dengan
baik serta memperhatikan dampak yang timbul akibat proses implementasi kebijakan
penanggulangan bencana. Adapun rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan
untuk melakukan penelitian selanjutnya diantaranya: melihat koordinasi antara tiap Lembaga
pemerintah dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam
proses pemulihan pasca bencana, peran pemerintan dalam proses pemulihan psikis masyarakat
akibat dampak bencana alam serta dampak kebijakan penanggulangan bencana terhadap
masyarakat dari segi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.
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